BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR <3 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa  untuk memenuhi kctentuan Pasal 9 Peraturan
Dacrah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban
Pclaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bcelanja Dacrah
Tahun Anggaran 2013, perlu ditctapkan dengan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 scbagal rincian
lebih lanjutl dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja dacrah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang
Pembcentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41} scbagaimana telah
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara
Republik Indongsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

* Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 {cntang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Ncgara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana
tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Leinbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409 };

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Recpublik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemernintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kcuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028);
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Peraturan Pcmerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggotla Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) schbagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Pcraturan Pemecrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 553 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Penyusunan dan Penclapan Standar Pclayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomeor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyclenggaraan
Pecmerintah Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
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Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyclenggaraan Pemerintahan Daecrah kepada
Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693); |

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pcraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Dacrah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemcrintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Kvaluasi Pcnyclenggaraan  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pcmerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Kcuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 {Lembaran Negara
Republik Indoncesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Rcpubhik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lcembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
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Peraturan Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pcmcerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lecmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntlang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pcdoman Pengelolaan  Kecuangan Daerah
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Necgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daecrah;

. Peraturan Mecenterni Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Opcerasional Pimpinan DPRD scrta
Tata Cara Pcngembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Tecknis Pengelolaan Kecuangan Badan
Layanan Umum Dacrah;

Peraturan Mcenteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
dan Sanksi atas Pecnyalahgunaan Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indoncesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Scr1 A Nomor 5);
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38. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2006 tentang Kedudukan Kcuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2006 tentang Bantuan Kcuangan Kcpada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Sert E Nomor
03);

40. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun
2006 tentang  Percncanaan Pembangunan  Desa
(Lecmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);

41. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 2);

42. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Kcuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2008 Nomor 13);

43. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2013 Nomor 8);

44. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun
2013 tcntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daecrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 15);

45. Peraturan Daerah Kabupatlen Situbondo Nomor 11 Tahun
2014  Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2014 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013



Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Dacrah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah :
Jumlah Pendapatan

2. Bclanja
a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pcgawai
2). Belanja Hibah
3). Belanja Bantuan Sosial
4}). Belanja Bantuan Kcuangan
5). Belanja Tidak Terduga
Jumiah

b. Belanja Langsung
1}). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan Jasa
3). Belanja Modal
Jumlah
Jumlah Belanja

3. Surplus / (Delisit)
Surplus / (Defisit)

4. Pcmbiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Rp.
Rp.
Rp.

78.043.407.931,91
839.722.211.740,00
191.705.686.055,00

Rp. 1.109.471,.305.726,91

Rp. 571.581.417.372,00

Rp.
Rp.
Rp.

37.477.962.940,00
5.488.500.000,00
35.420.850.977,00
1.060.930.422.57

Rp.

Rp.

Rp.

654.029.661.711,57

47.700.670.032,00
183.801.741.012,85
264.570.994.896,27

Rp.

496.073.405.941,12

Rp. 1.150.103.067.652,69

(Rp. 40.631.761.925,78)
Rp. 128.588.888.140,10
Rp. 5.400.000.000,00
Rp. 123.188.888.140,10

5. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp.

82.5657.126.214,32

Ringkasan laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 tercantum dalam Lamptran 1 Peratluran Bupati ini.
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal b

Pcraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Pcraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo
pada tanggal 1 0 i ::M

BUPATI SITUBONDO,

gt

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

“\-“\1

pada tanggal 10 cob ool4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 23
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